
WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR 374 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL 
BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, 

AMAN DAN PRODUKTIF DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai pemetaan penyebaran Corona Vims Disease
2019 (COVID-19) oleh Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana, Kota Ambon masih berada dalam zona orange;

b. bahwa sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, 
pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada 
Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan 
Produktif di Kota Ambon sesuai Peraturan Walikota 
Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju 
Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon, 
belum dapat memutus mata rantai penularan penyebaran 
Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19), pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar dilaksanakan selama masa inkubasi 
terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat 
bukti penyebaran, dimana berdasarkan kajian
Epidemiologi masih terdapat bukti jumlah kasus, peta 
penyebaran kasus translokal, sehingga menyebabkan 
penyebaran kasus dengan resiko tinggi di masyarakat, 
sehingga perlu memperpanjang pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju
Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon;

d. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor
20 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju
Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon,
perlu dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan 
Corona Vims Disease 2019 (COVID-19), di Kota Ambon;



Mengingat

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, hurf c dan huruf d, 
perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang 
Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju 
Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kota Ambon.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I 
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 Nomor 20, Tambahan. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3137);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



9 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang 
Kesehatan Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6444);'

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6487);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COV1D-19) dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

13. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Corona Vims Disease 2019 (COVID-19);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vims 
Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Pencegahan Penanganan Corona Vims Disease 
2019 (COVID-19),(Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor Tahun 2020 Nomor 249);

16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Penanganan CoronaVirus Disease 2020 (COVID-19) Di 
Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 
Nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 19 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar Dalam Penanganan CoronaVims Disease 
2019 (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota 
Ambon Tahun 2020 Nomor 19);

17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan 
Produktif di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon 
Tahun 2020 Nomor 20 Tahun 2020).



Memperhatikan : Hasil kajian Epidemiologi penyebaran Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) di Kota Ambon.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

: Menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang 
Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju 
Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kota Ambon;

: Jangka waktu sebagaiamana dimaksud pada Diktum 
KESATU berlangsung selama 14 (empat belas) hari, 
terhitung mulai dari Tanggal 3 Agustus sampai dengan 
Tanggal 16 Agustus Tahun 2020;

: Apabila dalam evaluasi dan penilaian akhir pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi 
Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kota 
Ambon sesuai Diktum KEDUA, ternyata masih terdapat 
bukti penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
meningkat, maka Pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat 
Sehat, Aman Dan Produktif Di Kota Ambon dapat 
diperpanjang;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon 
pada tanggal 3 Agustus 2020

Tembusan kepada Yth :
1. Gubemur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Maluku;
4. Pertingal.

Jt-


